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ABSTRAK 

NURUL AMALIA R, (2024): Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah 

Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid Dan 

Mushalla di Kota Dumai 

 

Implementasi kebijakan yang belum berpedoman pada standar dan sasaran 

kebijakan, memunculkan berbagai permasalahan. Salah satunya penerima dana hibah 

yang lalai menyerahkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan 

dana hibah dan inilah yang menjadi fokus penelitian. Pelaksanaan penyaluran dana 

hibah di Kota Dumai dilakukan sebagai salah satu program pemberdayaan ekonomi 

umat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan penyaluran 

dana hibah dalam meningkatkan kemakmuran masjid dan mushalla di Kota Dumai, 

serta menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap implementasi 

penyaluran dana hibah tersebut.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan subjek 

penelitian ini adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai 

dan Pengurus Masjid penerima manfaat dana hibah, serta objek penelitian ini adalah 

implementasi kebijakan penyaluran dana hibah dalam meningkatkan kemakmuran 

masjid dan mushalla. 

Hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui implementasi kebijakan 

penyaluran dana hibah di Kota Dumai menyoroti beberapa aspek penting. Meskipun 

ada upaya dalam sosialisasi kebijakan dan pemantauan penggunaan dana hibah, 

masih terdapat kendala seperti kurangnya efektivitas sosialisasi yang dilakukan, 

keterbatasan jumlah pegawai dalam evaluasi dan pemantauan, dan masalah terkait 

keterlambatan pemberian LPJ oleh pengurus masjid dan mushalla. Faktor pendukung 

internal termasuk data yang lengkap dan sumberdaya manusia, sementara faktor 

eksternalnya adalah aturan yang mudah untuk dipahami. Namun, hambatan internal 

meliputi ketidakjujuran dalam proses renovasi dan pembangunan yang dilakukan  

pengurus masjid dan mushalla, sementara hambatan eksternalnya adalah keterbatasan 

anggaran pemerintah. Meskipun demikian, dana hibah yang diberikan oleh 

pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan dan renovasi masjid 

dan mushalla, juga mencapai sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam 

mencapai kemakmuran bagi masjid dan mushalla.  

 

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Dana Hibah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Negara yang maju bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah 

saja, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh semua 

pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Kunci dalam melaksanakan dan 

meningkatkan kualitas adalah bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut 

diimplementasikan dan diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Bantuan berupa dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan 

merupakan salah satu upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.1 

 Implementasi kebijakan, dalam pengertian luas adalah suatu tahap 

dalam proses kebijakan yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan. Disisi 

lain, implementasi adalah fenomena yang kompleks yang dapat dipahami baik 

sebagai proses menghasilkan keluaran (output) maupun sebagai dampak 

(outcome).2 

Pemerintah Daerah setiap tahun harus merencanakan, menyusun dan 

menjalankan rencana keuangan tahunan, termasuk Anggaran Pendapatan dan 

 
1 Yulius Eltho,“Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Kepada Organsasi 

Keagamaan di Kabupaten Sanggau. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi 

Negara (STIA LAN). Bandung, h. 441-442 
2 Nyoman Omy Anggreni, dkk “Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan 

Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng”. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, 

Ekonomi, dan Akuntasi). Vol. 4 No. 3, 2020, h. 3. 
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Belanja Daerah (APBD) yang mencakup semua kegiatan dan pendanaan. 

Proses penyusunan anggaran yang bertujuan untuk memastikan penggunaan 

dana yang tersedia difokuskan pada pembiayaan program-program yang 

menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Anggaran merupakan 

instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan 

kelangsungan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.3 

Berdasarkan Pasal 1 angka (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, “Hibah 

adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada 

pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat 

dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara 

terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah.”4  

Masjid dan Mushalla tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah 

bagi umat islam, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan 

ekonomi di masyarakat. Masjid dan Mushalla juga memiliki peran yang 

 
3 Nur Ulfah Ridayah Manik, “Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” . Locus Journal of Academic 

Literature Review, 1(8), (2022), h. 407. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98 
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah. Pasal 1 

https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98
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sangat vital dalam menggerakkan berbagai aktivitas yang berkontribusi pada 

kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak Masjid dan Mushalla yang masih 

menghadapi keterbatasan dana untuk mendukung berbagai kegiatan dan 

pemeliharaan fasilitas yang memadai.5 

Dalam konteks ekonomi syariah, kebijakan penyaluran dana hibah 

memiliki relevansi yang kuat. Ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, 

distribusi kekayaan, dan kepedulian sosial. Dana hibah yang disalurkan untuk 

kemakmuran Masjid dan Mushalla sejalan dengan prinsip zakat dan sedekah, 

yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan 

meningkatkan kesejahteraan umat. Penggunaan dana hibah secara tepat dapat 

menciptakan dampak positif yang signifikan, baik dari segi peningkatan 

fasilitas masjid maupun peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi 

masyarakat sekitar. Ekonomi syariah menekankan pentingnya distribusi 

kekayaan yang adil, kepedulian sosial, serta pengelolaan dana yang bebas dari 

unsur riba dan ketidakjelasan (gharar).6 

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa membangun rumah 

ibadah yang representatif memerlukan anggaran biaya yang cukup besar, 

untuk itu diperlukan keterlibatan dan kepedulian semua pihak diantaranya 

dukungan dari Pemerintah Daerah. Perhatian dan dukungan dari Pemerintah 

Daerah dengan berpartisipasi mengalokasikan anggaran bantuan dana hibah 

 
5 Ibid, h. 443 
6 Zul Ikromi,et.al., Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), h. 50-

51 
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untuk membangun atau merenovasi Masjid dan Mushalla merupakan bentuk 

kepedulian sekaligus komitmen dalam rangka meningkatkan iman dan takwa.7 

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan 

berpedoman pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2022 Tentang 

Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Keputusan Walikota 

Dumai Nomor 910/59/2022 Tentang Penunjukan Penerima Hibah dan Besaran 

Uang yang Dihibahkan Tahun 2022, menjadi salah satu dasar hukum yang 

mempertegas Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai 

sebagai unit pengelola kebijakan penyaluran bantuan dana untuk membangun 

atau merenovasi rumah ibadah.8 

Dari jumlah penerima dana hibah pada tahun 2022 terdapat beberapa 

masjid-masjid yang belum menyelesaikan pembangunan dan renovasi dan 

juga belum memberikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada pihak 

Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai. Data berikut adalah data masjid dan 

 
7 Nining Wahyuningsi,et.al., Proyeksi Pengembangan Bank Syariah, (Sumatera 

Utara: Az-Zahra Media Society, 2024), h. 150-151 
8 Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah 

dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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mushalla yang menerima bantuan dana hibah tahun 2022 yang proses 

pencairan dananya diberikan pada tahun 2023. Berikut dibawah ini data 

masjid dan mushalla penerima dana hibah yang sudah dan belum 

menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). 

Tabel I.1 

 Masjid dan Mushalla Penerima Dana Hibah Berdasarkan Kecamatan di 

Kota Dumai Tahun 2022 

No Kecamatan 

Telah Menyampaikan LPJ 
Belum Menyampaikan 

LPJ 

Unit Total Hibah Unit Nominal 

1 Bukit Kapur 10 Rp. 615.000.000 - - 

2 Dumai Barat 8 Rp. 105.000.000 2 Rp. 30.000.000 

3 Dumai Kota 6 Rp. 120.000.000 - - 

4 Dumai Selatan 10 Rp. 140.000.000 3 Rp. 45.000.000 

5 Dumai Timur 15 Rp. 485.000.000 - - 

6 Medang Kampai 13 Rp. 175.000.000 - - 

7 Sungai Sembilan 12 Rp. 195.000.000 - - 

Jumlah 74 Rp.1.835.000.000 5 Rp. 75.000.000 

   Sumber : Lampiran Bagian Kesra Setda Kota Dumai, 2022 
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Berdasarkan tabel I.1 diketahui, total penerima dana hibah yang telah 

menyampaikan dana hibah dan yang belum menyampaikan dana hibah 

berjumlah Rp. 1.910.000.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Ribu 

Rupiah) anggaran bantuan dana hibah yang dialokasikan Pemerintah Daerah 

untuk membangun atau merenovasi masjid dan mushalla, dan sebesar Rp. 

75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Ribu Rupiah) belum dapat 

dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah. Lebih lanjut berdasarkan data 

dalam tabel I.1, manakala di bedah secara mendalam dari 79 masjid dan 

musholla penerima bantuan dana hibah untuk membangun atau merenovasi 

rumah ibadah diketahui ada 5 masjid dan musholla yang belum 

menyampaikan laporan penggunaan bantuan dana hibah. Melihat kondisi 

yang seperti ini menimbulkan kesan bahwa anggaran pendapatan dan belanja 

daerah dalam bentuk pemberian bantuan dana hibah digunakan dengan tidak 

bertanggungjawab. 

Dalam pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban masih ada 

penerima hibah yang lupa atau tidak memberikan surat pertanggungjawaban 

kepada pihak Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai, 

sehingga pihak yang berkaitan dapat memberikan peringatan dan juga 

sebelum proses pemberian dana hibah langsung kepada penerima hibah pihak 

BPKAD sudah mengingatkan mengenai masalah keharusan memberikan surat 

pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, dan jika dalam batas waktu 

yang telah ditentukan maksimal 10 januari tahun berikutnya belum juga 
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diberikan akan ada surat peringatan dan juga sanksi hukum, tetapi sebelumnya 

pihak SKPD terkait harus kelapangan untuk memonitori secara langsung dan 

meminta hasil laporan dan pertanggungjawaban dari penerima hibah karena 

arsip laporan dan pertangungjawaban merupakan salah satu aspek penting 

dalam proses pengelolaan pemberian dana hibah terutama jika ada tim Badan 

Pengawas Keuangan yang memeriksa. 

Berangkat dari beberapa fenomena yang ditemukan peneliti, secara 

sederhana dapat disampaikan bahwa yang paling menarik minat peneliti untuk 

menulis dan meneliti permasalahan ini yaitu terkait dengan pemberian 

bantuan dana hibah belum diimplementasikan secara optimal karena penerima 

bantuan dana hibah tidak dapat menyampaikan laporan pertanggngjawaban 

penggunaan bantuan dana hibah sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa 

Keuangan.  

Berdasarkan pengamatan dan observasi awal yang telah dilakukan 

oleh penulis dalam perkembangannya, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian ini dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PENYALURAN DANA HIBAH DALAM MENINGKATKAN 

KEMAKMURAN MASJID DAN MUSHALLA DI KOTA DUMAI.” 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, karena 

terlalu luasnya pembahasan yang diangkat, maka penulis memfokuskan 
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pembahasan pada masjid dan mushalla di Kecamatan Dumai Barat Kota 

Dumai penerima dana hibah yang sudah menerima dana hibah dan telah 

memberikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah. 

C. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam 

Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla Di Kota Dumai?  

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan 

Kemakmuran Masjid dan Mushalla Di Kota Dumai? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk Menjelaskan Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah 

Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla Di Kota 

Dumai 

b. Untuk Menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam 

Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla Di Kota Dumai 
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2. Manfaat Penelitian  

a. Pribadi, sebagai pembelajaran bagi penulis untuk memperaktekkan 

ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan untuk 

menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman.  

b. Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk membantu dan 

memberikan informasi bagi pihak-pihak yang terkait baik itu 

Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai, Masjid 

dan Mushalla, Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat maupun 

Pemerintah Lainnya. 

c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada 

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

kasim Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

 Sistematika merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk 

mempermudah jalan pikiran dalam memaknai secara keseluruhan, sistematika 

penulisan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :  

BAB 1 PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tentang Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, 

Pengertian Dana Hibah, Dasar hukum dana hibah, Jenis-Jenis Dana 

Hibah, Tujuan pemberian dana hibah, penyaluran dana hibah, 

memakmurkan masjid dan mushalla, hibah dalam pandangan ekonomi 

syariah, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. 

Bab III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan seperti jenis 

penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek 

penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

analisis data, dan gambaran umum lokasi penelitian. 

Bab IV HASIL PENELITIAN  

Bab ini membahas hasil penelitian yang meliputi Implementasi Kebijakan 

Penyaluran Dana Hibah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan 

Mushalla Di Kota Dumai, dan faktor pendukung dan faktor penghambat 

dalam Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dalam 

Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla Di Kota Dumai. 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Implementasi 

Secara bahasa implementasi memiliki arti pelakasanaan, penerapan.1 

Implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian 

dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana alat untuk 

memperoleh hasil. Menurut Larry N. Gerston dalam kutipan Ramaditya 

Rahardian Implementasi adalah langkah di mana rencana kebijakan dijalankan 

menjadi kenyataan. Proses ini merupakan kelanjutan dari tahapan pembuatan 

kebijakan publik dan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi 

sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.2 

Menurut Charles O. Jones dalam jurnal Nyoman Omy Anggreni dan 

Nyoman Subanda Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dan bisa 

dilihat sebagai proses interaksi antara tujuan tertentu dan langkah-langkah 

yang diambil untuk mencapainya. Pelaksanaan menunjukkan kemampuan 

untuk membentuk koneksi lebih lanjut dalam rangkaian hubungan sebab dan 

akibat yang mengaitkan tindakan dengan tujuan.3 

 
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 23 November 2023. 

http://kbbi.web.id/implementasi.html. 
2 Ramaditya Rahardian, Studi Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Isu Kontemporer, 

(Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022), h. 102 
3 Nyoman Omy Anggreni, Op.cit, h. 7 
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Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan implementasi 

kebijakan sebagi sebuah rangkaian yang dilakukan oleh para pembuat 

kebijakan dalam menyalurkan pilihan kebijakan. Agar dapat menentukan 

kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan 

dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti yang direncanakan.  

2. Model Implementasi Kebijakan George Edwards III 

Menurut Edwards III dalam jurnal Nurmayana Siregar, implementasi 

kebijakan disebut dengan Direct and Indirect on Implementation. Dalam teori 

Edward III, implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah 

pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. 

Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik, 

yaitu:4 

1) Komunikasi (Communications) 

Komunikasi menurut Subarsono dalam kutipan Nurmayana , adalah 

Kegiatan manusia untuk menyampaikan pemikiran, perasaan, harapan, 

atau pengalamannya kepada orang lain merupakan aktivitas penting. 

Implementasi yang efektif hanya dapat terjadi ketika para pembuat 

kebijakan dan pelaksana memahami tugas mereka, yang mana pemahaman 

ini dapat dicapai melalui komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik 

juga membantu membentuk partisipasi berkualitas dalam masyarakat. 

 
4 Nurmayana Siregar, Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam 

Menganalisis Penyelengggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Vol. 1, 

No.7, Jurnal Ilmu Sosial, 2022. h. 715 
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Adapun beberapa hal yang perlu diperlukan pada indikator komunikasi, 

yaitu: 

a. Transmisi: Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

suatu implementasi yang baik pula. 

b. Kejelasan: komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan 

haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu, sehingga dapat 

dihindari terjadinya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh 

kebijakan seperti yang telah ditetapkan (tidak tepat sasaran). 

c. Konsistensi: perintah yang diberikan kepada implementor haruslah 

konsisten dan jelas.  

2) Sumber Daya (Resources) 

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi 

kebijakan, Meskipun ketentuan atau aturan kebijakan tersebut sangat jelas 

dan konsisten, jika para personil yang bertanggung jawab tidak memiliki 

sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik, 

maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif., maka 

implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Adapun beberapa 

hal yang perlukan pada indikator Sumber Daya, yaitu: 

a. Staff: Elemen kunci dalam pelaksanaan kebijakan adalah staf atau 

pegawai, khususnya birokrat tingkat bawah. Seringkali kegagalan 

dalam implementasi kebijakan disebabkan oleh staf yang kurang 

memadai, tidak cukup, atau tidak kompeten dalam bidangnya. 
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b. Informasi: Dalam pelaksanaan kebijakan, informasi memiliki dua 

bentuk. Pertama, informasi yang berkaitan dengan cara menjalankan 

kebijakan; pelaksana harus memahami apa yang harus dilakukan saat 

mereka diperintahkan untuk bertindak. Kedua , informasi tentang 

kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang 

ada; pelaksana harus mengetahui apakah pihak lain yang terlibat dalam 

pelaksanaan tersebut mematuhi hukum. 

c. Wewenang: Dalam implementasi, kewenangan merupakan otoritas 

atau legitimasi bagi pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang telah 

ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat formal agar 

proses implementasi tidak gagal karena dipandang oleh publik sebagai 

tidak sah.  

d. Fasilitas: Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 

pelaksanaan kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki staf yang cukup, 

memahami apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang, tetapi 

tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, implementasi 

kebijakan tidak akan berhasil. 

3) Disposisi (Dispositions) 

Disposisi ini merujuk pada sikap para pelaksana dalam 

melaksanakan kebijakan. Menurut Edward III, untuk memastikan 

implementasi kebijakan yang efektif dan efisien, para pelaksana tidak 

hanya perlu mengetahui tugas mereka dan memiliki kemampuan untuk 
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melaksanakannya, tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun beberapa hal yang perlukan 

pada indikator disposisi, yaitu: 

a. Pengangkatan birokrat: emilihan dan pengangkatan personil pelaksana 

kebijakan harus dilakukan terhadap individu-individu yang memiliki 

dedikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama yang 

berfokus pada kepentingan warga. 

b. Insentif: Edward III menyatakan bahwa salah satu cara untuk 

mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah 

dengan memanipulasi insentif. Secara umum, orang cenderung 

bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, sehingga pembuat 

kebijakan dapat mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan melalui 

manipulasi insentif. 

4) Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure) 

Kebijakan yang sangat kompleks memerlukan kerjasama dari 

banyak pihak. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mampu 

mendukung keputusan politik dengan melakukan koordinasi yang efektif. 

Menurut Edward III, ada dua karakteristik yang dapat meningkatkan 

kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan 

melakukan: 

a. Standard Operating Procedures (SOPs): adalah suatu kegiatan rutin 

yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk 
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melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan.  

b. Fragamentasi: adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-

kegiatan dan aktifitas-aktifitas pegawai diantara beberapa unit.  

3. Pengertian Kebijakan 

Secara etimologis, kata "kebijakan" berasal dari kata "bijak", yang 

berarti bahwa tidak ada kebijakan yang dimaksudkan untuk membawa makna 

negatif, meskipun mungkin terjadi. Perilaku seorang aktor atau kelompok 

aktor dalam kegiatan tertentu digambarkan dengan kata "kebijakan" atau 

"kebijakan". Kebijakan mencakup organisasi publik dan privat, baik formal 

maupun informal, serta individu. Pemerintah memiliki otoritas untuk 

memaksa masyarakat untuk mematuhi kebijakan resminya.5 

Kebijakan (policy) adalah Sebuah instrumen pemerintahan tidak hanya 

mencakup aspek government yang berhubungan dengan aparatur negara, 

tetapi juga mencakup governance yang berkaitan dengan pengelolaan sumber 

daya publik. Pada dasarnya, kebijakan adalah keputusan atau pilihan tindakan 

yang secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, 

 
5
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 17 Mei 2024. 

https://kbbi.web.id/bijak 

 

https://kbbi.web.id/bijak
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finansial, dan manusia untuk kepentingan publik, yaitu masyarakat luas, 

penduduk, atau warga negara.6 

Menurut Wilson dalam bukunya Azhari menyatakan bahwa kebijakan 

mencakup langkah-langkah, keterbukaan, serta pernytaan resmi pemerintah 

mengenai isu tertentu, keputusan yang diambil atau tidak diambil untuk 

pelaksanaannya, dan penjelasan tentang hasil yang terjadi atau tidak terjadi.7                                                                                                                              

Menurut B. Guy Peters dalam bukunya Ramaditya Rahardian, 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai jumlah dari semua aktivitas 

pemerintah, baik yang bertindak secara langsung maupun melalui agen, yang 

memiliki pengaruh terhadap kehidupan warga negara.8 

B.Guy Peters menjelaskan ada lima tahapan yang ada dalam proses 

penyusunan kebijakan publik, yang mencakup yakni penetapan agenda, 

penyusunan kebijakan, legitimasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap kebijakan 

melewati proses penyusunan dan evaluasi menyeluruh serta 

diimplementasikan pada tingkat pelaksanaan.9 Seluruh tahapan tersebut saling 

berinteraksi untuk saling memperkuat dan memastikan efektivitas dan 

efisiensi kebijakan. 

 
6 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2020), h. 2 
7 Azhari Aziz Samudra. dkk, “Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Base 

Policy”. (Yogyakarta:  Penerbit Samudra Biru, 2023), h. 5 
8 Ramaditya Rahardian,Op. cit, h. 3. 
9 Azhari Aziz Samudra. dkk, Loc.cit, h. 9. 
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Kebijakan publik yang telah ditetapkan harus dilaksnakan dan dalam 

pelaksanaannya Yusuf dalam jurnal Yulius Eltho, mengatakan: 

“Pelaksanaannya kebijakan publik idealnya merupakan hubungan timbal balik 

yang saling mempengaruhi antara elemen dalam sistem kebijakan”. Dalam 

praktiknya, implementasi kebijakan terkait dengan pemberian bantuan dana 

hibah mengharuskan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan 

sesuai dengan jumlah dana yang diterima.10  

Untuk dianggap berhasil, kewajiban ini harus dipenuhi. Namun, jika 

tidak ada laporan keuangan yang disampaikan mengenai penggunaan dana 

hibah, kebijakan tersebut bisa dianggap tidak efektif atau bahkan tidak 

menghasilkan apa-apa, seperti yang dikatakan Aritonang: “Dengan demikian 

dalam implementasi kebijakan diperlukan prinsip akuntabilitas yang 

mencakup pertanggungjawaban publik. Ini berarti bahwa seluruh proses 

anggaran, dari perencanaan hingga pelaksanaan, harus dapat 

dipertanggungjawabkan dan disajikan melalui laporan yang mengungkapkan 

penggunaan dana hibah secara detail”11 

 

 

 

 

 
10 Yulius Eltho,Op. cit, h. 448 
11 Ibid. 
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4. Pengertian Dana Hibah  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Hibah” berarti pemberian 

(dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.12 

Kata hibah dari dari bahasa arab yang telah diadopsi, kata ini merupakan 

masdar dari kata “wahaba” yang berarti pemberian . bantuan gratis 

berdasarkan pandangan islam adalah akad yang menjadikan kepemilikan 

tanpa adanya penggantian ketika masih hidup serta dilakukan secara 

sekarela.13 

 Menurut Sayid Sabiq dalam kutipan Akhmad Haries, hibah ialah 

suatu akad yang dimana ia memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa 

balasan.14 

Hibah adalah merupakan pemberian dana, barang, atau jasa dari 

pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan daerah, masyarakat, atau 

organisasi kemasyarakatan. Hibah ini khusus ditujukan untuk tujuan tertentu, 

bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak diberikan secara berkelanjutan 

 
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 24 November 2023. 

https://kbbi.web.id/hibah. 
13 Vega Septian Fikri, dkk.  “Analisis Akuntabilitas Pengalokasian Dana Hibah 

Pemkab Jombang Untuk TPQ di Desa Sengon” dalam Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS). 

Vol.2 No.3 (November 2022). https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.385. h. 960 
14 Akhmad Haries, Hukum Kewarisan Islam, (Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media, 

2019), h. 99 

https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.385
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yang bertujuan untuk menunjang peneyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah.15 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah menyebutkan bahwa hibah merupakan bantuan berupa 

uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan 

badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.16 

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 

Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah 

kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, 

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak 

secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan 

urusan pemerintah daerah.17 

Maka dana hibah dapat berupa uang, barang ataupun jasa. Penerima 

dari hibah diantaranya pemerintah daerah, perusahaan daerah, masyarakat dan 

organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya. Dari penjelasan ini sudah jelas bahwa lembaga, organisasi 

penerima hibah sebelumnya memberikan proposal yang secara terinci 

 
15 Rinda Unawi, “Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Pada Biro 

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara”, (Tesis: Unviersitas 

Medan Area, 2021), h. 19 
16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 
17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah. 
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/spesifik menjelaskan untuk apa dana tersebut digunakan. Sehingga 

penyaluran dana hibah tidak asal menunjuk, member, tetapi ada dasarnya. 

Bahkan dalam keputusan kemendagri nomor 32 tahun 2011 disebutkan dana 

hibah tersebut bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah.18 

Berdasarkan penjelasan di atas dana hibah adalah pemberian bantuan 

yang tidak dikembalikan atau dalam terminologi internasional disebut sebagai 

grant dan hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan 

dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu. 

5. Dasar Hukum Hibah 

Hibah disyariatkan dan dihukumi sundah dalam Islam berdasarkan Al-

Quran, Sunnah, dan Ijma’. Adapun hibah menurut Islam adalah firman Allah 

SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada 

sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar 

umatnya suka memberi karena lebih baik dari pada menerima. Namun 

pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha 

Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah Q.S 

Al-Maidah: 2: 

  وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْب ِِ  وَالت َّقْوٰىِ  وَلَِْ تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْْ ثِْ  وَالْعُدْوَانِ  
 

 
18 Heni. R dan Arenawati “Analisis Alokasi Dana Hibah di Provinsi Banten” dalam 

Jurnal Publik., Volume 5, Nomor 1, (2014), h. 34 
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Artinya: 

“Tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan takwa dan 

janganlah kamu sekalian tolong menolong atas sesuatu dosa dan 

permusuhan”.19 

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai tujuan pemerintah 

yaitu mensejahterakan setiap warga negaranya, pemerintah membuat program 

kegiatan sosial yang pro masyarakat yaitu dengan memberikan dana bantuan 

untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat produktif. 

6. Jenis-Jenis Hibah 

a. Hibah Barang 

Hibah barang ialah memberikan harta atau barang kepada pihak lain 

yang mencakup nilai materi atau manfaat dari harta atau barang tersebut, 

yang pemberiannya itu tanpa ada harapan apapun. 

b. Hibah Manfaat  

Hibah manfaat ialah memberika harta kepada orang lain agar barang 

atau harta tersebut dapat dimanfaatkan, namun kedudukan harta atau 

barang tersebut tetap, tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata 

 
19 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hadi (Jakarta: 

Maktabah Al-Fatih, 2019),h. 5 
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lain, hibah manfaat merupakan hibah yang penerimanya hanya memiliki 

hak guna atau hak pakai saja.20 

7. Tujuan Pemberian Hibah 

Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan 

tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu, hibah 

dapat diberikan dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Pemberian Hibah 

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan 

pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, 

rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai dengan asas 

pengelolaan keuangan daerah.21 

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan 

keuangan Daerah. Pemberian Hibah dilakukan setelah memperioritaskan 

pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Pemberian Hibah 

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan 

Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 

 
20 Robiah A, Nadjematul F, “Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi 

Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017), dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 4. No 2 

(2020). https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.108-130 , h. 116 
21 Saparudin, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial 

di Kabupaten Tana Tidung ”, (Tesis: Unviersitas Terbuka, 2016), h. 60 

https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.108-130
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guna memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk 

masyarakat.22 

Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit :  

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;  

2. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus 

setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah 

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan  

3. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan  

4. Memenuhi persyaratan pemberian Hibah.23 

Hibah dapat diberikan kepada:  

1. Pemerintah Pusat Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada 

satuan kerja dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian 

yang wilayah kerjanya berada di Daerah.  

2. Pemerintah Daerah Lain Hibah kepada pemerintah daerah lainnya 

diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah 

sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.  

3. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah  

 
22 Ni Putu Ayu Kartini Sandiasih, dkk. “Objektivitas Penyaluran Dana Hibah (Studi 

Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Badung)”, dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi dan 

Humanika, Vol. 9 No. 1,  (2019).  https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19930 , h. 28 
23 Nyoman Omy Anggreni, dkk. Op. cit, h. 7-8  

 

https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19930
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4. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara  

5. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara Hibah kepada Badan Usaha 

Milik Negara diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah diberikan dalam 

rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari 

Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

6. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia.  

8. Penyaluran Dana Hibah  

Prosedur penyaluran dana hibah daerah sesuai dengan Peraturan 

Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran 

Hibah:24 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kota Dumai 

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Dumai dan 

DPRD Kota Dumai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang 

 
24 Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian 

Hibah 
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mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah.  

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/barang, atau sebutan lain sesuai Peraturan Daerah tentang 

Organisasi Perangkat Daerah.  

4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku 

pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah.  

5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 

PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum 

Daerah.  

6. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.  

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin 

oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai yang mempunyai tugas 

menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka 

penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana 

daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.  
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8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-

PPKD adalah rencana kerja dan anggaran RKA-PPKD selaku 

Bendaharawan Umum Daerah.  

9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-

SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, 

kegiatan dan anggaran SKPD.  

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat 

DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran DPA-PPKD 

selaku BUD.  

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 

DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan 

belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh 

pengguna anggaran.  

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 

tahun.  

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan RKASKPD sebelum disepakati dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
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14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib 

dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan 

untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.  

15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 

Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.  

16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 

potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, 

krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang 

jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan 

tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.  

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD 

adalah Naskah Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Penerima 

Hibah yang didanai melalui APBD.  

18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan 

dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 



 

29 
 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.  

19. Kelompok masyarakat adalah perkumpulan anggota masyarakat yang 

dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan 

sebuah kegiatan bersama dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila.  

20. Anggota masyarakat adalah penduduk daerah yang sudah memiliki 

Kartu Tanda Penduduk daerah.  

21. Rumah Ibadah adalah suatu tempat yang dibangun khusus untuk 

melaksanakan kegiatan ibadah/ritual keagamaan.  

22. Panti Asuhan adalah suatu wadah tempat menampung anakanak yatim 

dan atau piatu.  

23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah yang merupakan 

Bank yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai tempat 

penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 
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8. Memakmurkan Masjid dan Mushalla 

Secara bahasa Kemakmuran memiliki arti keadaan makmur, 

sedangkan memakmurkan ialah yang membuat (menyebabkan, menjadikan) 

makmur.25 

Menurut Moh. E. Ayub dalam kutipan Anisa Alnaza masjid dan 

mushalla yang makmur adalah  yang berhasil tumbuh menjadi sentral 

dinamika umat. Sehingga, masjid benar-benar berfungsi sebagai tempat 

ibadah dan pusat kebudayaan Islam dalam arti luas.26 

Memakmurkan masjid dan mushalla adalah mengupayakan agar 

masyarakat disekitar tidak hanya menggunakan masjid dan mushalla sebagai 

tempat shalat lima waktu dah shalat hari raya saja, akan tetapi lebih dari itu, 

masjid dan mushalla adalah tempat kaum muslimin berkumpul, sehingga 

persatuan dan kesatuan umat semakin kuat. Keberadaan masjid dan mushalla 

tidak dapat dipisahkan dari umat islam. Selain menjadi tempat ibadah, masjid 

juga menjadi tempat manifesto phenomenal yang menandakan eksistensi umat 

Islam dalam sebuah masyarakat yang ada.27  

 

 

 

 
25Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 28 November 2023. 

https://kbbi.web.id/makmur. 
26 Anisa Alnaza, “Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid 

di Masjid Hidayatus Shibiyan”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 47 
27 Ibid, h. 48 
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Sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 18: 

رِ  وَاقَاَمَِ الصَّلٰوةَِ وَاٰتَى الزَّكٰوةَِ  ِ  وَالْيَ وْمِ  الْْٰخ  للِٰ ِ  مَنِْ اٰمَنَِ بِ  دَِ اللِٰ اَ يَ عْمُرُِ مَسٰج  ا نََّّ
كَِ انَِْ يَّكُوْنُ وْا م نَِ الْمُهْتَد يْنَِ ىِٕ

ٰۤ
 وَلَِْ يََْشَِ ا لَِّْ اللَِِِٰۗفَ عَسٰٰٓى اوُلٰ

Artinya : 

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang 

yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, 

maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-

orang yang mendapat petunjuk.”28 

Berbagai macam usaha berikut ini, dapat menjadi  opsi yang bisa 

diterapkan untuk memakmurkan masjid dan mushalla secara material dan 

spiritual. Namun semuanya kembali lagi kepada kesadaran diri masing-

masing setiap muslim, yaitu:29 

a. Kegiatan Pembangunan  

Pembangunan dan pemeliharaan masjid harus dilakukan dengan 

baik. Jika ada masjid yang rusak dan memerlukan perbaikan atau 

penggantian, atau jika masjid kotor dan perlu dibersihkan, maka masjid 

harus dijaga agar tetap dalam kondisi yang baik, indah, bersih, dan 

terawat. Kondisi materi masjid mencerminkan kualitas kehidupan dan 

 
28 Kementerian Agama RI. op.cit. h. 9 
29 Anisa Alnaza, Op.cit, h. 49 
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iman umat di sekitarnya. Jika masjid tidak dijaga, kotor, atau rusak, itu 

menunjukkan rendahnya kualitas iman umat yang berkumpul di sana. 

b. Kegiatan Ibadah  

Kegiatan ibadah termasuk shalat berjamaah, shalat Jumat, tarawih, 

dan ibadah lainnya. Shalat berjamaah penting untuk memperkuat 

persatuan dan solidaritas umat Islam di masjid. Kegiatan spiritual lainnya 

yang dapat dilakukan di masjid meliputi dzikir, doa, iktikaf, mengaji, 

infak, dan sedekah. 

c. Kegiatan Keagamaan  

Kegiatan keagamaan termasuk pengajian rutin, pengajian khusus, 

dan peringatan hari besar Islam. Ini bertujuan untuk meningkatkan iman 

dan pengetahuan umat, serta memberikan pemahaman tentang masalah 

agama, keluarga, pernikahan, dan lain-lain. 

d. Kegiatan Pendidikan  

Kegiatan pendidikan bisa bersifat formal dan informal. Secara 

formal, masjid dapat mendirikan sekolah atau madrasah untuk mendidik 

anak-anak sesuai ajaran Islam. Secara informal, masjid dapat 

menyelenggarakan pelatihan, kursus, dan kegiatan lainnya seperti 

pelatihan remaja Islam atau kursus hadroh. 

e. Kegiatan-Kegiatan Lainnya  

Cara lain untuk memakmurkan masjid termasuk melalui 

kesungguhan pengurus dalam mengelola dan memelihara masjid serta 
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mengadakan berbagai kegiatan yang relevan. Pengurus masjid harus 

memiliki tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas mereka. 

Selain itu, memperbanyak kegiatan ibadah ritual, sosial, dan lainnya 

serta melibatkan remaja dan generasi muda dalam kegiatan masjid 

dapat memperkuat kehidupan masjid dan membangun generasi yang 

taat beragama. 

9. Hibah Dalam Pandangan Ekonomi Syariah 

Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 215, yang berbunyi:  

نِْ خَيْرِ فلَ لْوَال دَيْنِ  وَالَْْقْ رَب يَِْ  لَُوْنَكَِ مَاذَا يُ نْف قُوْنَِِۗ قُلِْ مَآٰ انَْ فَقْتُمِْ مِ  يَسْ  
ِۗ وَمَا تَ فْعَلُوْا م نِْ خَيْرِ فَا نَِّ اللَِِٰ ب ه عَل يْمِ    وَالْيَ تٰمٰى وَالْمَسٰك يِْ  وَابْنِ  السَّب يْلِ 

Artinya:  

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang 

harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, 

hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan 

pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahuinya...”30 

Hibah dalam pandangan ekonomi syariah adalah suatu pemberian 

yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih 

hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan setelah seseorang 

 
30 Kementerian Agama RI. Op.cit. h. 30 
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meninggal. Hibah memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat 

Muslim dan adalah salah satu bentuk transaksi dalam hukum Syariah. Dalam 

konteks ekonomi syari’ah, hibah dapat menjadi instrumen efektif utnuk 

mengatasi masalah kepemilikan dan pemindahan kekayaan, sekaligus 

mendorong semangat kepedulian sosial dan saling berbagi diantara anggota 

masyarakat.31 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ada beberapa 

syarat yang harus dipatuhi dalam hibah:32 

1. Orang yang diberi hibah: Orang yang diberi hibah harus ada pada waktu 

pemberian hibah, dan tidak boleh ada atau diperkirakan keberadaannya, 

misalnya masih dalam bentuk janin. 

2. Orang yang diberi hibah tidak diatur Islam (KHI) dan KHES: Syarat orang 

yang diberi hibah tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 

KHES 

3. Benda yang dihibahkan: Benda yang dihibahkan harus memenuhi syarat 

yang diatur dalam KHES. 

Berdasarkan Pengertian diatas dapat disimpulkan dalam KHES, 

penarikan hibah diperbolehkan, tetapi ada pengecualian, yaitu tidak boleh 

menarik kembali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, 

anak-anak saudara, bibi/paman. Sedangkan penarikan kembali hibah dalam 

 
31 Abdul Rahman Ghazaly, et.,al, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 158 
32 Ibid, h. 159-160 
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak diperbolehkan, 

kecuali 3 hal yang telah disebutkan di dalam pasal 1688 KUHPerdata. Dalam 

hukum positif Indonesia, syarat mengenai ijab kabul dalam hibah hanya diatur 

di dalam KHES. 

B. Penelitian Terdahulu 

Dari penelitian tersebut, ada beberapa skripsi yang terkait dengan 

persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti 

tersebut membuat suatu karya ilmiah, disamping itu akan terlihat, suatu 

perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing.  

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang dirangkum dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

1 Ni Putu Ayu Kartini 

Sandiasih, Niluh Ayu 

Kertika Putri, I Made 

Tresna Sumarjo, Ni 

Wayan Eni Pramita 

dan Gusti Ayu 

Oktaviani (2019) 

 

Judul:  

Objektivitas 

Penyaluran Dana 

Hibah (Studi Kasus 

Pada Pemerintah 

Kabupaten Badung) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Prosedur penyaluran dan 

kriteria penerima dana 

hibah sudah diatur dalam 

Peraturan Bupati Badung 

Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Pedoman 

Pemberian Hibah. Proposal 

pengajuan dana hibah 

sangat banyak namun tidak 

semua proposal bisa 

disetujui untuk didanai, 

karena faktor-faktor 

Persamaan dari penelitian 

ini dengan penelitian yang 

penulis teliti yaitu sama-

sama membahas  tentang 

Penyaluran dari Dana 

Hibah. Sementara 

perbedaannya adalah pada 

sasaran penelitian yang 

dituju, penelitian ini 

ditujukan pada 

penyaluran dana hibah 

pada Pemerintah 

Kabupaten Badung, 

sedangkan penelitian 
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tertentu. Hal ini 

menunjukan bahwa dalam 

proses penyaluran dana 

hibah tidak semuanya 

bersifat objektif namun ada 

yang bersifat subjektif 

dengan bukti terdapat 

pengaruh politik dalam 

penerimaan proposal dana 

hibah yang diajukan. 

yang penulis bahas tertuju 

pada pemberian/ 

penyaluran dana hibah 

pada Masjid-masjid di 

Kota Dumai, dan juga 

penelitian ini fokus pada 

Objektivitas penyaluran 

dana hibah, sedangkan 

pada pnelitian penulis 

berfokus pada 

Implementasi Kebijakan. 

2 Isfaria Swisia (2019) 

 

Judul: 

Pengelolaan dan 

Penyaluran Dana 

Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari 

Anggaran 

Pendapatan, dan 

Belanja Daerah 

(APBD) di 

Kabupaten Jember 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan Proses 

Penyaluran Dana Hibah Di 

Kabupaten Jember Telah 

Sesuai Dengan Pasal 298 

Ayat (5) UU 23/2014 

Tentang Pedoman 

Pemberian Hibah Dan 

Bantuan Sosial Yang 

Berseumber Dari APBD Di 

Kabupaten Jember. 

Persamaan dari penelitian 

ini dengan penelitian yang 

penulis teliti yaitu sama-

sama membahas  tentang 

Penyaluran dari Dana 

Hibah/ bantuan sosial. 

Sementara perbedaannya 

adalah pada sasaran 

penelitian yang dituju, 

penelitian ini ditujukan 

pada penyaluran dana 

hibah yang bersumber 

dari Anggaran 

Pendapatan, dan Belanja 

Daerah (APBD) di 

Kabupaten Jember, 

sedangkan penelitian 

yang penulis bahas tertuju 

pada penyaluran dana 

hibah pada Lembaga 

Keagamaan di Kota 

Dumai yang bersumber 

dari Pemerintah daerah 

kota Dumai.  

3 Yunira Arianda 

(2021) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Persamaan dari penelitian 

ini dengan penelitian yang 
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Judul: 

Penyaluran Bantuan 

Dana Hibah Pada 

Program Keluarga 

Harapan untuk 

Keluarga Miskin 

dalam Perspektif 

Akan Hibah (Satu 

Penelitian di 

Kecamatan Kembang 

Tanjong Kabupaten 

Pidie) 

Penyaluran dana bantuan 

PKH untuk keluarga 

miskin di Kecamatan 

Kembang Tanjong telah 

berjalan sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan ya 

ng ditetapkan pemerintah. 

Namun, jika dilihat dari 

perspektif akad hibah 

program keluarga harapan 

belum berjalan sesuai 

dengan ketentuan. 

penulis teliti yaitu sama-

sama membahas  tentang 

Penyaluran dari Dana 

Hibah. Sementara 

perbedaannya adalah pada 

sasaran penelitian yang 

dituju, penelitian ini 

ditujukan pada 

penyaluran dana hibah 

yang Dana Hibah Pada 

Program Keluarga 

Harapan untuk Keluarga 

Miskin dalam Perspektif 

Akan Hibah (Satu 

Penelitian di Kecamatan 

Kembang Tanjong 

Kabupaten Pidie), 

sedangkan penelitian 

yang penulis bahas tertuju 

pada penyaluran dana 

hibah pada Lembaga 

Keagamaan di Kota 

Dumai yang bersumber 

dari Pemerintah daerah 

kota Dumai.  

4 Jurmadi 

(2018) 

 

Judul: 

Sistem Pengelolaan 

Dana Dalam 

Memakmurkan 

Masjid (Studi Kasus 

Masjid Agung Baitul 

Makmur Aceh Barat) 

Mengenai sistem 

pengelolaan dana dalam 

memakmurkan masjid 

Agung Baitul Makmur 

Aceh Barat. Dana Masjid 

Agung Baitul Makmur 

Kabupaten Aceh Barat di 

simpan di Bank Aceh atas 

nama Masjid Agung Baitul 

Makmur yang bertanggung 

jawab 2 orang ketua dan 

bendahara BKM Agung 

Persamaan dari penelitian 

ini dengan penelitian yang 

penulis teliti yaitu sama-

sama membahas  tentang 

Penyaluran dari Dana 

Hibah. Sementara 

perbedaannya adalah pada 

sasaran penelitian yang 

dituju, penelitian ini 

ditujukan pada 

penyaluran dana hibah 

yang Dana Hibah Pada 
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Baitul Makmur agar tidak 

terjadi kecurigaan dan hal 

yang tidak diinginkan, 

setiap dana masuk dan 

dana keluar harus 

mengetahui ketua atau 

wakil ketua dan harus 

mengetahui bendahara 

BKM Agung Baitul 

Makmur. 

Program Keluarga 

Harapan untuk Keluarga 

Miskin dalam Perspektif 

Akan Hibah (Satu 

Penelitian di Kecamatan 

Kembang Tanjong 

Kabupaten Pidie), 

sedangkan penelitian 

yang penulis bahas tertuju 

pada penyaluran dana 

hibah pada Lembaga 

Keagamaan di Kota 

Dumai yang bersumber 

dari Pemerintah daerah 

kota Dumai. 

Sumber: Data Olahan 2024 

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa perbedaan 

utama dari penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah penelitian ini spesifik meneliti Kebijakan Penyaluran Dana 

Hibah yang di berikan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan 

kemakmuran pada Masjid-Masjid  di Kota Dumai. 

C. Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting.  

Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan 

penyaluran dana hibah di kantor Sekretariat Daerah Kota Dumai, maka 

dibuatlah kerangka berpikir sebagai berikut : 
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Implementasi Kebijakan 

Penyaluran Dana Hibah dalam 

Meningkatkan Kemakmuran 

Masjid-Masjid di Kota Dumai 

Faktor Pendukung dan 

Penghambat Implementasi 

Kebijakan Penyaluran Dana 

Hibah di Kota Dumai 

Implementasi Kebijakan 

Penyaluran Dana Hibah dalam 

Meningkatkan Kemakmuran 

Masjid-Masjid di Kota Dumai 

Keberhasilan dari Implementasi 

Kebijakan Penyaluran Dana Hibah 

dalam Memakmurkan Masjid 

Indikator Implementasi: 

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya 

3. Disoposisi 

4. Struktur Birokrasi  

Gambar II.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan 2024 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan pendekatan penelitian yang berakar pada filsafat postpositivisme 

atau interpretatif. Metode ini digunakan untuk menyelidiki kondisi alami dari 

objek penelitian, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu kombinasi dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh cenderung 

bersifat deskriptif kualitatif, dan analisis data dilakukan secara induktif atau 

kualitatif. Hasil dari penelitian deskriptif kualitatif dapat berupa temuan 

potensi dan masalah, keunikan objek penelitian, makna suatu peristiwa, proses 

dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, serta konstruksi fenomena dan 

hipotesis yang muncul.1 

 Jenis deskriptif ini digunakan untuk mendiskripsikan masalah-

masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan,yaitu 

menggambarkan atau menguraikan bagaimana sebenarnya Implementasi dari 

Kebijakan Penyaluran Dana Hibah pada Masjid dan Mushalla di Kota Dumai. 

 

 
1 Sugiyono,  Metode Penelitian Kualitatif . (Bandung: Alfabeta, 2023), h, 9 
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B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif dengan asumsi bahwa penelitian dengan menggunakan penelitian 

lebih menekankan analisanya pada penyimpulan induktif, serta pada analisis 

terhadap dinamika. Hubungan antara fenomena yang diamati dengan 

menggunakan logika ilmiah.  

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan yang 

dilakukan pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Dumai dan Masjid dan 

Mushalla yang menerima manfaat dana hibah. Lokasi ini dipilih merupakan 

lembaga pemberi dana hibah dan penerima dana hibah yang berlokasikan di 

Kota Dumai peneliti memfokuskan penelitian di Kecamatan Dumai Barat.  

D. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian (Sasaran) 

Subjek penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yaitu Kantor 

Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai dan Masjid 

dan Mushalla penerima manfaat dana hibah. 

b. Objek 

Objek penelitian ini adalah Implementasi Penyaluran Dana Hibah 

dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla yang 

dilaksanakan oleh Kantor Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan 

Rakyat Kota Dumai. 
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E. Informan Penelitian  

Menurut Spradley dalam kutipan Abdul Fattah, Informan adalah aktor 

kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti 

dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan. Walaupun 

hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang bisa 

menjadi informan yang baik. Peneliti membagi informan dalam penelitian ini 

menjadi informan kunci dan informan pendukung, dengan rincian sebagai 

berikut:2 

1) Informan kunci  

Informan kunci adalah sumber informasi utama yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 2 orang 

yaitu Kepala Bagian dan Pegawai Kesejahteraan Rakyat Setda Kota 

Dumai. 

2) Informan pendukung 

Informan pendukung merupakan sumber informasi yang akan mendukung 

informasi kunci. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah 5 masjid 

dan 3 mushalla penerima dana hibah dari salah satu Kecamatan yaitu 

Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.  

 

 
2 Abdul Fattah Nasution,  Metode Penelitian Kualitatif . (Bandung: Penerbit Harfa 

Creative , 2023), h, 88 
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F. Sumber Data 

Sumber data merupakan sumber dari mana data akan digali, baik 

primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, 

pustaka, barang, keadaan, atau lainnya. Sumber data terbagi menjadi 2 yaitu:3 

1. Sumber Data Primer,  

Sumber data primer / data tangan pertama adalah data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. 

Data tersebut peneliti dapatkan secara langsung dari pegawai yang menaungi 

atas Program Hibah dan dari masjid dan mushalla penerima manfaat dana 

Hibah tersebut. 

2. Sumber Data Sekunder,  

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lain yang 

bukan merupakan pengolahnya, tapi dapat di manfaatkan dalam suatu 

penelitian tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari penelitian lain seperti Dokumen, Laporan dan Arsip. 

Data sekunder dapat juga berupa buku referensi, data-data, arsip dan 

dokumentasi tentang kegiatan penyaluran dana hibah dan juga data 

mendukung mengenai Kantor Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan 

Rakyat Kota Dumai. 

 
3 Sugiyono, op. cit, h, 246. 
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G. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi 

Sutrisno Hadi dalam buku sugiyono mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan.4 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Teknik pengumpulan 

data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar.5 

Observasi awal dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data 

secara detail dan lengkap mengenai Implementasi penyaluran dana hibah pada 

masjid dan mushalla di Kota Dumai. 

2. Wawancara 

Menurut Esterberg dalam buku Sugiyono mendefinisikan wawancara 

adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.6  

 
4 Ibid, h, 114. 
5 Sugiyono,  Metodologi Penelitian Sumber Daya Manusia. (Bandung: Alfabeta, 

2022), h, 558. 
6 Sugiyono, op.cit, h, 114. 
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Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua 

orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah 

makna yang mengacu pada suatu topik tertentu.7 

Wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih 

dengan tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan dengan lebih dari satu 

partisipan disebut sebagai focus group. Dengan wawancara peneliti dapat 

memperoleh banyak data yang berrguna bagi penelitianya.8 

Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi secara 

langsung dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Dumai yaitu Kabag 

dan Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pengurus Masjid dan Mushalla 

Penerima Manfaat dana hibah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan infomasi baik secara 

visual, verbal maupun tulisan. Menurut Zuriah dalam kutipan Feny Rita 

Fiantika bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, 

dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan 

maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi 

 
7 Feny Rita Fiantika.,  Metodologi Penelitian Kualitatif. (Sumatera Barat: PT. Global 

Eksekuif Teknologi, 2022), h, 13 
8 Samiaji Sarosa. Analisis Data Penelitian Kualitatif. (DKI Yogyakarta: PT 

Kanisuius Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) 2021) . h, 23 
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sebuah arsip, dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang.9 

Dalam prakteknya, penulis diberi dokumen resmi oleh Bagian 

Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Dumai, berupa naskah cetak dan ada yang 

berupa dokumen dari data file komputer, sehingga penulis dapat 

memperolehnya melalui mekanisme copy flash disk secara langsung. 

H. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain.10 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

 
9 Feny Rita Fiantika, op. cit, h. 14 
10 Sugiyono,  Metodologi Penelitian Kualitatif. loc.cit. h. 130-131 
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menerus dampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data, 

yaitu:11 

Miles and Huberman, mengemukakan proses dan komponen dalam 

analisis data kualitatif ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut. Perbedaan 

dengan yang lama adalah, data reduction diganti dengan data condensation. 

Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, 

abstracting, and/or transforming the data that appear in the full corpus 

(body) of written-up field notes, interview transcripts, documents, and other 

empirical materials. By condensing, we’re making data stronger.12 

Gambar III.1 

Komponen data analisis data kualitatif 

 

Sumber: Miles dan Huberman 2023 

 
11 Ibid, h. 132-140 
12 Ibid, h. 140-141 



 

48 
 

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya 

(triangulasi). 

2. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui dokumentasi 

direduksi dengan cara memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan 

reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat 

abstraksi dari dokumentasi 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau 

dirangkum. Data yang diperoleh dari dokumentasi dianalisis kemudian 

dalam bentuk tabel data. Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan 

dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga 

peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat 

daftar awal kode yang sesuai dengan dokumentasi. Masing-masing data 

yang sudah diberi kode dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks. 
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4. Conclusion Drawing/ Verification 

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan  kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan data 

yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang 

didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. 

Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang 

telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. 

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan 

dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal 

penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan 

untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian 

kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian 

kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti 

terjun ke lapangan. Harapan dalam penelitian kualitatif adalah 

menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek 

yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum 

jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. 

Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pijakan pada 

penelitian-penelitian selanjutnya.13 

 

 

 
13 Ibid, h. 142 
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I. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian 

1. Sejarah Kota Dumai 

Dumai merupakan sebuah dusun kecil dipesisir timur provinsi Riau. 

Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. 

Diresmikan sebagai Kota pada tanggal 20 April 1999 dengan Undang-

undang No.16 Tahun 1999 dimana status Dumai sebelumnya adalah Kota 

Administratif. Pada awal pembentukan wilayah administrasi 

pemerintahan, Kota Dumai memiliki 3 wilayah kecamatan, 13 kelurahan 

dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa.  

Kota Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 Km2 dan merupakan 

kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari. Saat ini Dumai 

dicanangkan sebagai kota yang masuk dalam zona Pasar Bebas 

Internasional. Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun 

nelayan kecil yang terdiri atasbeberapa rumah nelayan. Penduduknya 

bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum romusha (pekerja paksa 

jaman penjajahan Jepang) dari Jawa.  

Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai 

berikut. Terdapat beberapa filosofis yang cukup mendasar atas 

peningkatan status Kota Dumai dalam tatanan pengelolaan wilayah 

administrasi pemerintahan, diantaranya adalah untuk memperpendek 

rentang kendali pemerintahan, mempercepat tingkat pelayanan serta 

memperbesar peran dari masyarakat dalam upaya penyelenggaraan 



 

51 
 

pemerintahan, pengelolaan proses pembangunan dan upaya pemberdayaan 

masyarakat, disamping itu juga untuk menangkap berbagai peluang dan 

pengembangan ekonomi.  

Kota Dumai juga merupakan hasil pemekaran dari Daerah Kabupaten 

Bengkalis. Kota Dumai dijuluki dengan Kota Pengantin Berseri, 

PENGANTIN BERSERI adalah singkatan dari Kota PENGANTIN 

(Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) BERSERI (Bersih, 

Semarak, Rukun dan Indah) SEHAT (Sejahtera, Harmonis, Aman 

danTertib) . 

2. Profil Sekretariat Daerah Kota Dumai  

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota. 

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat  

Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan bagian dan berada di bawah 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesejahteraan 

Rakyat dikepalai oleh kepala bagian dan memiliki 3 (tiga) sub bagian.  

1) Susunan Organisasi Bagian Kesejakteraan Rakyat  

Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :  

a. Subbagian Bina Mental Spiritual  

b. Subbagian Kesejahteraan Sosial  

c. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat  
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2) Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat  

Bagian Kesejahteraan Rakyat bertugas melaksanakan penyiapan 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang 

keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

melaksanakan tugas, Bagian Kesejahtraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :  

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat  

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejakteraan masyarakat  

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.  

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas, yaitu :  

1. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Bagian Kesejahteraan 

Rakyat  

2. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di 

bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan 

masyarakat  
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3. Menyusun bahan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, 

kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan masyarakat  

4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang bina mental spiritual, 

kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan masyarakat  

5. Meneliti berkas permohonan bantuan dan mengendalikan pelaksanaan 

pemberian bantuan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan 

sosial, serta kesejahteraan masyarakat  

6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, 

kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan masyarakat  

7. Membuat rencana anggaran kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat  

8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten Pemerintahan 

dan Kesejahteraan Rakyat  

9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat  

10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.14 

 

 

 

 
14 M. Surya Fadhillah, Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Dumai, Wawancara, 

Dumai, 20 Februari 2024 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah 

dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid dan Mushalla di Kota Dumai . Adapun 

hasilnya sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan penyaluran dana hibah dalam memakmurkan masjid dan 

mushalla di Kota Dumai menunjukkan beberapa aspek penting yang perlu 

diperhatikan.  

a. Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada masjid untuk 

membangun atau merenovasi masjid dan mushalla belum sepenuhnya 

dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang menjadi standar dan sasaran 

kebijakan, berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2022 

tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

b. Komunikasi efektif dan sosialisasi yang baik merupakan kunci dalam 

keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, dari hasil analisis, terlihat 

bahwa sosialisasi kebijakan penyaluran dana hibah masih kurang efektif, 

terutama bagi pengurus masjid yang lanjut usia. 

c. Pemantauan dan Evaluasi: Proses pemantauan dilakukan oleh pegawai Bagian 

Kesra untuk memastikan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan. 
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Namun, terdapat kendala terkait jumlah pegawai yang kurang mencukupi 

untuk melakukan pemantauan yang efektif. 

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Masjid dan Mushalla penerima dana 

hibah wajib memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) mengenai 

penggunaan dana hibah. Pemerintah Kota Dumai memberikan penegasan 

sanksi hukuman untuk menyelesaikan masalah terkait keterlambatan atau tidak 

disampaikannya LPJ oleh pengurus masjid dan mushalla. 

e. Pemantauan dan Evaluasi: Proses pemantauan dilakukan oleh pegawai Bagian 

Kesra untuk memastikan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan. 

Namun, terdapat kendala terkait jumlah pegawai yang kurang mencukupi 

untuk melakukan pemantauan yang efektif. 

Manfaat yang diberikan sudah sangat dirasakan oleh pengurus masjid maupun 

kelompok masyarakat tersebut dan sudah dapat dikatakan menunjang pencapaian 

sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah seperti dalam penggunaan 

fasilitas umum untuk mencapai kemakmuran bagi masjid dan mushalla dan juga 

agar terlaksananya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

2. Faktor pendukung internal implementasi kebijakan penyaluran dana hibah di Kota 

Dumai adalah : adanya data yang lengkap dan akurat tentang calon penerima 

bantuan, juga keberadaan sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia. 

Sedangkan faktor pendukung eksternalnya adalah aturan dan prosedur penyaluran 

dana hibah yang tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Faktor penghambat 

internalnya adalah watak dan karakteristik yang tidak jujur dari pengurus masjid 
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sebagai pelaksana kebijakan. Faktor penghambat eksternalnya adalah anggaran 

(APBD) yang tersedia kurang dan ketidaksesuain isi proposal yang diberikan oleh 

pengurus masjid dan mushalla calon penerima dana hibah. 

B. Saran 

1. Perlu meningkatkan efektivitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan penyaluran 

dana hibah kepada masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan memperluas cakupan 

pengumuman melalui media sosial lokal, situs web Pemerintah, dan pengumuman 

langsung di masjid dan mushalla. Sosialisasi juga harus dilakukan ke selurah 

pengurus masjid, tidak hanya kepada beberapa masjid saja. 

2. Memastikan bahwa semua penerima dana hibah menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban tepat waktu dan lengkap juga Memberikan insentif kepada 

pengurus masjid yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan baik, 

dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi yang melanggar. 

3. Meningkatkan jumlah dan kualitas pegawai yang bertugas untuk melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana hibah. 

4. Mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaian antara proposal dan realisasi 

proyek. 

5. Mencari solusi alternatif jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk 

memenuhi permintaan dana hibah. 

 



67 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Al-Quran  

Kementerian Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Mushaf Al-Hadi Jakarta: 

Maktabah Al-Fatih, 2019 

B. Buku-buku 

Azhari Aziz Samudra. dkk, “Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Base 

Policy”. Yogyakarta:  Penerbit Samudra Biru, 2023 

Fiantika, F. R., Wasil, M., dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Global Eksekuif 

Teknologi, 2022 

Ghazaly, A. R, et.,al, Fiqih Muamalat, Jakarta: Kencana, 2018 

Haries, A, Hukum Kewarisan Islam, Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media. 2019 

Ikromi, Z. et., al, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2023 

Nasution, A. F, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit Harfa Creative, 2023 

Rahardian, R. Studi Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Isu Kontemporer, 

Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2022 

Sarosa, S. Analisis Data Penlitian Kualitatif. PT Kanisuius Anggota IKAPI Ikatan 

Penerbit Indonesia, 2021 

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2023 

Sugiyono, Metode Penelitian Sumber Daya Manusia, Bandung: Alfabeta, 2022 

Suharto, E, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Penerbit Alfabeta. 

2020 



 

 
 
 

Wahyuningsih, N. et.,al, Proyeksi Bank Syariah, Sumatera Utara: Az-Zahra Media 

Society. 2024 

C. Jurnal  

Anggreni, N. O., Subanda I. N., Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan 

Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah MEA 

(Manajemen, Ekonomi, dan Akuntasi). Vol. 4 No. 3, 2020 

Eltho Y. Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Kepada Organsasi 

Keagamaan di Kabupaten Sanggau. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 

Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN). Bandung, 2016 

Manik, N. U. R. Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah . Locus Journal of Academic 

Literature Review, 1(8), 407–414. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98. 

2022 

Rohaeni H., & Arenawati. Analisis Alokasi Dana Hibah di Provinsi Banten. Jurnal 

Publik Volume 5, Nomor 1, (Juni 2014) 

Robiah A, Nadjematul F, “Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus 

Putusan Nomor 467 K/Ag2017), dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 

4. No 2 (2020). https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.108-130 

Sandiasih N.P.A.K., Putri N.A.K., Sumarjoyo I.M., Pramita N.W.E., & Oktaviani. 

G.A. Objektivitas Penyaluran Dana Hibah (Studi Kasus Pada Pemerintah 

Kabupaten Badung). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 9 No. 1, 

April 2019. https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19930. 2019 

https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98
https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.108-130
https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19930


 

 
 
 

Siregar, Nurmayana, Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam 

Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator 

(PKA). Jurnal Ilmu Sosial.  Vol. 1 No. 7. 2022 

Vega S, Muhammad D. Analisis Akuntabilitas Pengalokasian Dana Hibah Pemkab 

Jombang Untuk TPQ di Desa Sengon. Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS). 

Vol.2 No.3 Hal. 959-965. https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.385. (November 

2022) 

D. Skripsi/ Tugas Akhir 

Alnaza, Anisa, “Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid di 

Masjid Hidayatus Shibiyan”, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022 

Arianda, Yunira, “Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga 

Harapan untuk Keluarga Miskin dalam Perspektif Akan Hibah (Satu 

Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)”, Skripsi: 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021 

Jurmadi, “Sistem Pengelolaan Dana Dalam Memakmurkan Masjid (Studi Kasus 

Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri 

Ar-Raniry, 2018 

Saparudin, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di 

Kabupaten Tana Tidung ”, Tesis: Unviersitas Terbuka, 2016 

Swisia, Isfaria, “Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten 

Jember”, Skripsi: Universitas Jember, 2019 

https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.385


 

 
 
 

Unawi, Rinda, “Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Pada Biro 

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara”, Tesis: 

Unviersitas Medan Area, 2021 

E. Peraturan Perundang-undangan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian 

Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja Hibah 

dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah 

F. Web  

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Daring, 2016 https://kbbi.kemdikbud.go.id 

G. Wawancara  

M. Surya Fadhillah, Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Dumai, 

Wawancara, Dumai, 20 Februari 2024 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/


 

 
 
 

Pengurus Masjid Al-Arafah, Kel. Pkl Sesai, Wawancara, Dumai,  3 Maret 2024 

Pengurus Masjid Al-Azhar, Kel. STDI, Wawancara, Dumai,  3 Maret 2024 

Pengurus Masjid Al-Makmur, Kel. Purnama, Wawancara, Dumai,  3 Maret 2024 

Pengurus Masjid Miftahussalam Kel. Bagan Keladi, Wawancara, Dumai,  4 Maret 

2024 

Pengurus Masjid Nurul Islam, Kel. STDI, Wawancara, Dumai,  3 Maret 2024 

Pengurus Musholla Al-Ikhwan, Kel. Purnama, Wawancara, Dumai,  4 Maret 2024 

Pengurus Musholla Ar-Rahmah, Kel. Bagan Keladi, Wawancara, Dumai,  3 Maret 

2024 

Pengurus Musholla Baitul Ulum, Kel. Purnama, Wawancara, Dumai,  3 Maret 2024 

Wilsubandi, S.STP., M.Eng, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Dumai, 

Wawancara, Dumai, 20 Februari 2024 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  



DAFTAR PANDUAN WAWANCARA 

A. Pertanyaan yang ditujukan kepada Bagian Kesejahteraan Setda Kota 

Dumai 

1. Apa saja bentuk Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran 

masjid? 

2. Bagaimana sosialisasi penyaluran dana hibah di kota Dumai? 

3. Apakah seluruh masyarakat dan  lembaga keagamaan khususnya masjid2 

mengetahui penyaluran dana hibah ini? 

4. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima 

dana hibah? 

5. Apakah mekanisme pengajuan hibah oleh lembaga atau individu di 

masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada? 

6. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah di Kota Dumai? 

7. Apa saja kriteria masjid untuk dapat memperoleh dana hibah? 

8. Apa saja syarat-syarat bagi masjid untuk bisa memperoleh dana hibah? 

9. Bagaimana penyaluran dana hibah di Kota Dumai? 

10. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengevaluasi penyaluran dana 

hibah kepada masjid-masjid yang sudah berjalan? 

11. Apa faktor pendukung dalam penyaluran dana hibah yang diberikan oleh 

pemerintah kota dumai? 



12. Apa faktor penghambat dalam penyaluran dana hibah yang diberikan oleh 

pemerintah kota dumai? 

B. Pertanyaan yang ditujukan kepada Ketua/Pengurus Masjid-Masjid 

Penerima manfaat dana hibah 

1. Bagaimana sosialisasi terkait penyaluran dana hibah di kota Dumai? 

2. Apakah seluruh masyarakat dan  lembaga keagamaan khususnya masjid2 

mengetahui penyaluran dana hibah ini? 

3. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat calon penerima 

dana hibah? 

4. Apakah mekanisme pengajuan hibah oleh lembaga atau individu di 

masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang ada? 

5. Bagaimana mekanisme pengajuan hibah di Kota Dumai? 

6. Apa saja kriteria masjid untuk dapat memperoleh dana hibah? 

7. Apa saja syarat-syarat  untuk bisa memperoleh dana hibah dari 

pemerintah? 

8. Apakah pengurus masjid telah memberikan Laporan Pertanggung 

Jawaban (LPJ) kepada bagian Kesejahteraan Daerah Kota Dumai? 

9. Renovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh pengurus masjid setelah 

menerima dana hibah? 

10. Dalam waktu berapa lama pengurus masjid dapat menyelesaikan renovasi 

sebelum tenggat pengumpulan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)? 



11. Apakah dana hibah yang diterima oleh masjid dari pemerintah daerah 

telah sesuai dengan yang tertulis di proposal pengajuan dana? 

12. Apa faktor pendukung dalam menerima dana hibah yang diberikan oleh 

pemerintah kota dumai? 

13. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam menerima dana hibah yang 

diberikan oleh pemerintah kota dumai? 
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